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Abstract

This article argued that promoting investment in large-scale business is not a realistic approach to solve unemployment problem, because of the present situation. In this capital scare situation, the most realistic approach to expand employment opportunity was to promote efficiency ratio of investment and employment opportunity. This meant that the appropriate investment was investment in labor intensive sectors, and not capital intensive sectors. A realistic strategic would be focusing on small enterprises development through production system improvement, financial assistance, and law enforcement. 

Saat ini banyak pihak mencoba membuat program untuk mengembangkan ekonomi rakyat kita. Semua Calon Presiden memasukkan agenda ini sebagai prioritas mereka, baik dalam kaitan peningkatan kesempatan kerja maupun untuk mengatasi kemiskinan; para donor, paling tidak ADB, Bank Dunia, dan DFID Inggris, menempatkan agenda ini sebagai salah satu agenda utama dari strategi pembangunan mereka di Indonesia. Seberapa jauh hal ini akan benar-benar berdampak positif bagi ekonomi kecil masih menjadi tanda tanya.Namun, sebaiknya kita tidak berprasangka buruk tanpa alasan yang jelas dan harus mensyukuri niat baik ini. 

Sebagai peneliti, saya ingin mengajak teman-teman melihat seberapa jauh pemerintah di masa lalu sudah berbuat bagi ekonomi lemah dan seberapa jauh birokrat sekarang sungguh-sungguh mau memikirkan mereka. Untuk itu, kita bisa mencoba memulai dengan melihat dokumen Propenas yang dikeluarkan pemerintah (Bappenas). Dalam dokumen ini terlihat bahwa birokrat masih memimpikan tingkat pengangguran akan bisa diatasi dengan menggalakkan investasi pada sektor besar yang produktivitas buruhnya tinggi. Selain Propenas, kita juga bisa melihat beberapa kebijakan utama yang terkait dengan usaha mikro, kecil. dan menengah yang ada selama ini.

Apa yang salah dengan Propenas
Dokumen ini sebenarnya tidak bisa menggambarkan apa yang sudah dilakukan karena hanya menjadi sebuah rencana tanpa ada yang serius mengacunya, namun tetap menarik untuk dilihat sebagai gambaran dari pandangan banyak pemikir di birokrasi kita. Dokumen ini sebenarnya lebih sebagai upaya Bappenas untuk mengukuhkan eksistensinya yang gamang saat ini ketimbang sebagai dokumen yang benar-benar ingin dijadikan pegangan realistis pemerintahan Presiden Megawati. Tentunya pihak yang lebih sinis akan menanyakan apakah ada dokumen, betapapun hebatnya, yang bisa dipakai menjadi pegangan realistis pemerintahan saat ini? Diskusi ini  tidak sampai sejauh itu sebab hanya akan memepertanyakan sebatas hal-hal yang secara gamblang bisa dipelajari penyebabnya. Misalnya, mengapa keinginan untuk menghilangkan pengangguran melalui investasi di sektor produktif adalah suatu mimpi? 

Indonesia saat ini sedang mengalami deinvestasi; banyak usaha besar tutup dan sangat sedikit investasi baru di sektor riil. Jumlah investasi yang ditarik lebih besar dari investasi yang ditanam. Investasi pemerintah terbatas dan banyak yang tidak jelas, sementara pengeluaran pemerintah sekarang sudah menyebabkan defisit anggaran yang mencemaskan cukup banyak kalangan (misalnya, lihat tulisan Drajad Wibowo dan Moh. Ikhsan, Tempo, 29 Agustus 2004). Kita sedang menghadapi masa kelangkaan investasi dan masa yang memukul sektor ekspor andalan kita.  Ekspor andalan seperti: produk tekstil dan produk barang pakai seperti tas, pakaian, dan sepatu  sedang terpukul serius oleh Vietnam dan terutama China. Kedua kenyataan ini memperlihatkan bahwa secara umum saat ini merupakan saat sulit untuk, tanpa ada perubahan yang mendasar,  mendapatkan pihak yang mau melakukan investasi, terutam yang besar,  dan berharap mendapatkan keuntungan besar dari ekspor. 

Pada saat modal langka, bila kita ingin ada kesempatan kerja besar, yang harus kita dorong adalah efisiensi antara rasio investasi per pertambahan tenaga kerja. Ini berarti investasi yang padat karya bukan padat modal. Sektor produktif dalam artian: sektor yang output per buruhnya besar (dibanding sektor lain) dan modal per satuan buruhnya juga besar, bukan merupakan jawaban.  Sektor semacam ini tidak cocok dikembangkan bila tujuannya mendorong terjadinya kesempatan kerja yang besar dengan modal yang langka. 

Argumen lain yang umumnya dipakai untuk mendorong sektor yang produktif dalam arti produktivitas buruh tinggi (dibanding sektor lain)
 adalah sektor ini karena kompetitif. Asumsi ini benar untuk era 1980-an dan sebelumnya, yang sektor padat modalnya umumnya adalah sektor yang lebih mudah menjual hasilnya dengan harga tinggi (term of trade-nya lebih kuat). Namun, perkembangan yang menarik di sektor informasi, sektor fashion, dan perkembangan industri di China akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa sektor yang kompetitif bukanlah sektor yang padat modal dan tidak selalu output  per buruhnya relatif  tinggi, tetapi sektor yang tingkat perkembangan outputnya tinggi. Ini terjadi karena adanya strategi produksi yang piawai tapi sering juga padat karya seperti elektronik dan kendaraan bermotor di China, software industri di India, atau fashion ready to wear dari Italia yang mengalahkan fashion haute couture. Apabila prouktivitas dirumuskan sebagai keuntungan per investasi yang tinggi, mungkin ide untuk mendorong sektor produktif lebih mendekati arah yang diharapkan, walaupun dengan beberapa catatan. 

Bila sektor yang ingin dikembangkan adalah sektor dengan keuntungan per unit investasi tinggi, mungkin suatu hal itu patut diupayakan walaupun dengan beberapa catatan. Catatan pertama adalah keuntungan tinggi bukan karena spekulasi berisiko tinggi yang kemudian kerugiannya ditanggung perbankan yang kemudian harus ditanggung pemerintah yang berarti ditanggung rakyat dan ekonomi Indonesia.  Investasi seperti properti, perdagangan yang ikut-ikutan mana yang kebetulan sedang naik daun atau investasi yang diatur dengan semi ilegal bukan merupakan pilihan yang baik. Kedua, dalam situasi kompetisi dunia saat ini sering kali produk yang mampu melakukan ekspansi secara besar-besaran tidak memberikan untung besar, sering kali ekspansi besar itu dilakukan untuk menekan biaya dan marjin keuntungan per unit. Jadi, keuntungannya lebih pada kekuatan market share-nya (harapan keuntungan di jangka panjang) dari pada langsung dari keuntungan. Bila hal ini bisa dikembangkan, tentunya juga baik.

Gambaran tantangan di atas memperlihatkan bahwa sektor yang kompetitif di dunia saat ini adalah yang mempunyai sistem produksi yang piawai dalam menyesuaikan diri dengan pasar, mampu menekan biaya dengan keuntungan rendah dan mempunyai strategi cukup panjang ke depan untuk menguasai pasar, serta adanya dukungan strategis dari pemerintah. Ini semua tidak kita miliki, ditambah lagi adanya tingkat kepercayaan yang rendah, korupsi yang tinggi, dan ketidakpastian yang tinggi yang mengharuskan kita untuk bersikap lebih realistis dalam meletakkan cita-cita kita. 

Yang Kita Miliki dan  Yang Seharusnya Kita Miliki

Bila kita berharap terjadi perkembangan yang berarti dalam investasi kompetitif di sektor ekspor, beberapa hal harus diupayakan dan tabel di bawah ini akan menunjukkan seberapa jauh posisi kita dari pemenuhan persyaratan tersebut:

	Persyaratannya:
	Kondisi kita saat ini:

	1. Ada sistem perbankan dan lembaga  finansial yang sehat dan bertanggungjawab sehingga biaya kredit bisa kecil dan pemerintah bisa menggunakan komponen dukungan fiskal secara efektif.
	Lembaga finansial kita masih rentan kebocoran dan belum ada penegakan hukum yang memadai bagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Belum ada sistem asuransi perbankan yang baik, terutama karena butir di atas.

	2. Pemerintah bisa melakukan dukungan yang strategis bagi sektor potensial. Misalnya, China mempunyai strategi jangka panjang yang efektif sehingga industri pedesaannya dan hulunya bisa dipersiapkan dalam jangka panjang dan sekarang menunjukkan hasilnya. Industrinya ditunjang industri pedesaan yang murah tapi cukup canggih sehingga mampu menerobos pasar dunia. China juga menggunakan dukungan fiskal dan kebijakan umum: bunga murah, dukungan bank-bank pemerintah, menopang perjanjian-perjanjian perdagangan dunia,  memberi hadiah bagi usahanya  yang potensial bersaing global. 
	Pemerintah tidak pernah punya strategi dukungan yang jelas dan konsisten. Birokrasi lebih sering menggunakan kebijakan untuk memperkaya diri dari pada untuk mendukung sektor ekonomi.

Pemerintah tidak  mampu mengontrol dengan baik militer maupun birokrasinya di tingkat lapangan sehingga tidak bisa mempunyai kebijakan yang efektif dan justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu menciptakan biaya transhipment dan transaksi yang tinggi.

Pemerintah saat ini, karena tidak mampu efisien, tidak mempunyai dana untuk bisa menciptakan dukungan ekonomi.  

	3. Pengusaha, seperti di China, seharusnya di-tempa untuk juga secara seimbang fokus pada sektor riil, mempunyai strategi jangka panjang dan siap untuk bersaing ketat tanpa kronisme. 
	Pengusaha kita kebanyakan berlatar pedagang dan pemain spekulasi yang fokus pada keuntungan jangka pendek. Tidak siap menghadapi persaingan ketat dengan cakrawala jauh ke depan. 


Ketiga kegagalan di atas dan adanya dorongan untuk makin spekulatif dan memperkaya diri dengan cara memanipulasi keputusan pemerintah dengan harga yang harus ditanggung rakyat dan buruh kecil mengakibatkan terjadinya “perlombaan penurunan produktivitas riil” yang membahayakan. Contoh yang jelas terdapat di sektor konstruksi:

· Pemilik modal harus menaikkan perkiraan total investasinya sampai 50% karena harus memperhitungkan kemungkinan kesalahan perhitungan pelaksanaan dan biaya-biaya tak terduga.

· Kontraktor harus siap-siap menghadapi “predator-predator” proyek dari uang untuk izin-izin, pengurusan transaksi, dan sumbangan-sumbangan untuk berbagai kalangan. Untuk dapat menciptakan hasil dengan presisi tinggi, kontraktor selalu memerlukan supervisi dan perbaikan yang cukup tinggi. Bila tidak cukup dana dan kemampuan pengaturan agar tercipta output yang baik, yang umumnya terjadi adalah output dipoles pada serah terima supaya terlihat baik tapi dalam waktu dekat sudah membutuhkan perbaikan yang  besar. Penunjukan kontraktor terutama dikaitkan dengan koneksi daripada informasi mengenai kapasitas riil untuk memberikan hasil yang baik dengan harga bersaing. Hal ini menyebabkan insentif untuk menciptakan inovasi menajemen kerja yang efektif menjadi terbatas.

· Karena pendapatan riil per satuan waktu kecil, buruh umumnya menyiasati dengan cara mengusahakan pekerjaan lebih panjang dan kurang punya insentif untuk meningkatkan produktivitas/kemampuannya dengan baik. 

· Pemerintah banyak mengucurkan proyek tetapi kurang memberi tantangan agar setiap daerah bisa mengatasi masalahnya sendiri secara mandiri. 

Semua hal ini menyebabkan stagnasi produktivitas kerja secara menyeluruh, sehingga ketika harus bersaing dengan China, negara yang tingkat kekayaan dan kemiskinannya sama (atau bahkan lebih buruk), kita tidak siap. Mengapa bisa demikian?

· Pendapat buruh di China lebih baik bukan karena pada mulanya upahnya cukup tinggi tetapi karena keluarga buruh di sana hampir semua masih mempunyai tanah meski kecil, sehingga upah itu hanya dibutuhkan untuk menambah pendapatan pertanian yang sudah menutupi kebutuhan pangan minimum keluarganya. 

· Produktivitas buruh lebih tinggi di sektor ini dibanding di Indonesia karena insentifnya lebih untuk meningkatkan produktivitas daripada untuk berlama-lama agar upah bisa mencukupi. Ada banyak alat bantu sederhana tepat guna yang diciptakan di pedesaan  karena mereka terbiasa harus mandiri tanpa alat canggih dari luar, namun tetap didorong untuk menghasilkan. Di Indonesia alat bantu bisa sangat primitif yang berasal dari ratusan tahun lalu atau bisa pula alat bantu canggih yang diimpor. Tidak pernah ada dorongan untuk meningkatkan teknologi lokal yang cocok bagi daerah dan kondisi buruh setempat. 

· Kebanyakan kontraktor kita tidak mampu melakukan manajemen pembangunan yang baik, yang cocok dengan kondisi lokal karena kontraktor kita tumbuh dari atau bermula dari kontraktor besar yang kemudian bekerja sama dengan asing atau kontraktor kecil yang harus menunggu bagi-bagi proyek di daerah berdasarkan koneksi. Kondisi ini tidak mendorong kontrakor untuk menciptakan sistem pembangunan yang efisien kecuali beberapa yang memang menjadi pengecualian. 

· Di daerah di Indonesia, pembangunan datang dari budaya menciptakan proyek yang datang dari atas yang pada waktu lalu pemerintah pusat adalah kekuatan utama pendorong pembangunan. Di China, meski kekuasaan juga sangat sentralistis, pembangunan di daerah didorong agar daerah mampu atau berupaya berdiri sendiri. 

Contoh ini memperlihatkan bahwa ada budaya produksi yang tidak efisien di Indonesia yang menghambat produktivitas: strategi pembangunan kita, budaya proyek,korupsi/pungutan dan kronisme, ketidakmerataan aset di daerah yang membatasi pendapatan kelompok miskin, serta strategi buruh miskin untuk mempertahankan diri yang pada jangka panjang tidak produktif.  Ini merupakan latar yang perlu menjadi pertimbangan dalam upaya mendorong ekonomi rakyat. Budaya ini juga tidak akan hilang hanya dengan ide meningkatkan kompetisi dan deregulasi tanpa melihat secara rinci bagaimana hal tersebut bisa terjadi. 

Target Realistis dan Fokus pada Perbaikan Sistem Produksi, Finansial, dan Pelaksanaan Hukum 

Melihat hal-hal  di atas, kita tidak bisa berharap untuk bisa dengan cepat menjadi negara dengan produk-produk dengan daya saing tinggi. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain selain melakukan dua strategi ini; pertama, fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah dan tidak perlu terpaku pada ekspor, yang penting mendorong agar UKM bisa berkembang dan mengakumulasi modal dan yang kedua, isolasikan sistem penegakan hukum perbankan, perdagangan, dan transhipment pada satuan-satuan khusus yang didanai memadai tapi tidak korup, tidak terlibat prokemisme dan tidak didalangi oleh kepentingan politik tertentu untuk kepentingan jangka pendek. 

Peningkatan efisiensi dan kepastian hukum di sektor perdagangan, pengangkutan antarpulau, dan perbankan di dalam lingkungan yang sangat korup seperti saat ini perlu dimulai dengan mengisolasi sektor tersebut dengan membuat tim-tim khusus yang bersih
 dan profesional, didanai dan diisolasi dari kepentingan politik jangka pendek. Seberapa jauh hal ini bisa dilakukan saat ini gambarannya tidak menggembirakan, namun bila tidak bisa dilakukan saat ini, masa depan yang kita hadapi akan jauh lebih tidak menggembirakan: kita akan mengalami kondisi seperti Argentina dan Filipina. 

Untuk itu, tidak banyak alternatif selain fokus pada pengembangan UKM. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan upaya berkaitan dengan ini, mari kita mengevaluasi upaya itu satu persatu: apa yang sudah dilakukan, persoalannya selama ini, dan bagaimana sebaiknya upaya ke depan baik bagi pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, berdasarkan kelemahan dan kekuatan kita, kita perlu menentukan  prinsip yang perlu ada untuk membangun upaya bersama mendorong ekonomi rakyat. 

Prinsip Yang Perlu Ada Agar Kebijakan UKM Bisa Cukup Efektif

Menarik untuk melihat kondisi kemungkinan dukungan bagi UKM pada saat ini. Secara institusional kita lemah akibat terjadinya korupsi dan perebutan  kepentingan sempit berjangka pendek. Di sisi penggalangan sikap kritis dan tuntutan dari masyarakat kita juga lemah. Selain itu, di atas sudah diuraikan adanya suatu spiral sebab akibat yang membuat tingkat produktivitas kita secara umum mandeg atau berbiaya tinggi. Pengelolaan finansial pemerintah dan lembaga finansial besar masih belum memadai, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.  Di sisi lain, intervensi bagi UKM sudah banyak dan beragam, ada yang buruk dan ada pula yang baik; lembaga-lembaga keuangan nonbank di tingkat mikro juga sudah banyak dan cukup beragam, daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah kita baik, demikian pula keuletan aktor-aktornya, namun kerentanan mereka masih tinggi (secara menyeluruh bertahan dengan baik namun banyak yang naik dan turun). Kerentanan dan keterbatasan pada akses utamanya membuat kemampuan untuk mengakumulasi modal menjadi terbatas (persentase yang berhasil naik ke jenjang usaha atau penghidupan yang lebih baik, baik langsung maupun melalui diversifikasi di antara kerabat dan investasi pada generasi berikut). Niat baik dari berbagai pendanaan internasional masih cukup baik sejauh ada tanda-tanda korupsi akan dikurangi. 

Dalam situasi seperti ini tindakan-tindakan kunci apa yang perlu menjadi perhatian dalam memperbaiki nasib ekonomi rakyat? Jika melihat persoalannya, logisnya prinsip-prinsip tesebut adalah:

· Penguatan jaringan reform dan sistem fasilitasi ekonomi rakyat. Pihak-pihak yang secara tulus merasa ingin mengembangkan ekonomi rakyat, baik di birokrat, ormas, dan ornop perlu bersatu agar sinerginya dapat menimbulkan dorongan yang efektif. Sinergi ini baik dalam bentuk pengorganisasian suatu gerakan maupun dalam bentuk pensinergian pengetahuan mengenai keberhasilan yang pernah ada baik dari segi pengorganisasian, manajemen produksi, pemasaran, maupun pengurangan kerentanan. 

Tingkat ketidakpercayaan dan apatisme di antara pihak yang tulus mau mendorong ekonomi rakyat perlu dikurangi dengan mendorong terbentuknya kerja sama yang inklusif,  praktis, dan produktif. Kerja sama ini memerlukan isu pendorong, tapi jangan dibebani target jangka pendek yang bisa mengganggu proses kerja sama yang alamiah.

· Pengorganisasian ekonomi rakyat. Pengaturan ekonomi rakyat dalam suatu organisasi yang lebih efektif dengan agenda-agenda yang praktis perlu dibangun secara bertahap, sehingga penyaluran kepentingan dan sistem produksi dan perdagangan bisa lebih produktif, efektif, dan berpihak pada mayoritas (yang de facto kecil). Ini harus dikuatkan baik di tingkat lokal maupun di dalam aktivitas berjejaring di antara mereka secara lebih luas. Penguatan pengorganisasian juga perlu dibangun dengan baik sehingga ada kesempatan berbagi pengalaman dan peningkatan kemampuan manajemen produksi yang lebih efisien dan responsif terhadap pasar secara produktif (tidak sekadar meniru).  

· Prioritaskan penegakan hukum dan penguatannya pada isu-isu strategis. Perlu adanya upaya pemerintahan yang lebih efisien dan perbaikan pelaksanaan hukum dalam isu-isu strategis dengan mengisolasikan dan memprioritaskan isu itu dari masalah pelik pelaksanaan hukum secara keseluruhan.  

Kemudian dengan melihat apa yang sudah ada, kita bisa mencoba merumuskan apa yang perlu menjadi prioritas. Pada tabel di bawah, dicoba dilihat bagaimana prinsip di atas bisa dimasukkan ke dalam prioritas-prioritas kebijakan baik di pusat maupun di daerah!

Tabel A

Prioritas Penguatan Ekonomi Rakyat

	Penguatan:
	Jaringan Reform & Sistem Fasilitasi

(Koalisi reformasi)
	Pengorganisasian Ekonomi Rakyat

(Akar Rumput)
	Penguatan & Penegakan Hukum pada Isu Strategis

	Pusat
	
	
	

	· Lembaga Keuangan Mikro
	Membuat institusi akriditasi yg kredibel
	Mendorong kelompok dana bergulir yang berkelanjutan
	Membuat perundangan keuangan mikro yang fokus pada kemandiriannya bukan kontrol yang bisa korup

	· Efisiensi Produksi & Jalur Perdagangan
	Mendorong jalur penyediaan input & pasar yang makin beragam
	Mendorong tumbuhnya asosiasi/organisasi lokal yang efektif
	Mendorong perda-perda anti monopoli & pengawasan anti pungli di jalur strategis

	· Replikasi Sukses & Penjaringan Ekonomi
	Mengumpulkan kisah sukses & membuat jaringan komunikasi & diseminasi UKM yg efektif
	Mendorong tumbuhnya asosiasi/organisasi lokal yang efektif
	

	· Pusat Produksi yang Potensial
	Pengembangan pusat produksi potensial secara partisipatif
	Mendorong tumbuhnya asosiasi/organisasi lokal yang efektif
	Mendorong perencanaan tata ruang yang partisipatif, efektif, juga pengawasannya

	· Koordinasi Proyek 
	Donor & pemerintah pusat harus lebih mampu melakukan koordinasi yang efektif dengan daerah
	
	 

	Penguatan:
	Jaringan Reform & sistem fasilitasi

(Koalisi Reformasi)
	Pengorganisasian Ekonomi Rakyat

(Akar Rumput)
	Penguatan & Penegakan Hukum pada Isu Strategis

	Daerah
	
	
	

	· Pemerintahan Efisien & Berkinerja
	Pemerintahan yang bersih & berkinerja baik memiliki efek yg besar terhadap UKM
	Good governance harus diimbangi oleh pengorganisasian UKM yg kritis 
	Pemerintah bersih & berkinerja akan langgeng bila terinsitusionalisasi, juga secara hukum

	· Mematahkan Siklus Tidak Produktif
	Harus dimulai pada aspek unggulan yang diisolasi/diprioritaskan untuk berjalan baik
	Pengorganisasian UKM tidak bisa hanya bertujuan kritis, sama pentingnya juga menjadi isntitusi yang produktif
	

	· Akses & Pelayanan yang Egaliter
	Pemerintahan yang bersih & berkinerja baik memiliki efek yg besar terhadap UKM – terutama di aspek pelayanan & kebijakan infrastruktur pasar
	
	

	· Mengubah Cara Pandang
	Perlu banyak arena penganalisisan & sintesa kritis terhadap kebijakan
	Mendorong tumbuhnya asosiasi/organisasi. lokal yang efektif & banyak mendapat input analisis yang baik
	Perlu mengisolasikan & memprioritaskan penegakan hukum pada aspek yang berpengaruh besar pada ekonomi kecil strategis

	· Manajemen Produksi & Pasar
	Perlu banyak arena penganalisisan & sintesa kritis terhadap strateginya
	Mendorong tumbuhnya asosiasi/organisasi. lokal yg efektif & banyak mendapat input analisis yang baik
	Perlu mengisolasikan & memprioritaskan penegakan hukum pada aspek yg berpengaruh besar pada ekonomi kecil strategis

	· Pengertian mengenai Struktur Masalah
	Perlu banyak arena penganalisisan kritis & diseminasi terhadap permasalahan UKM
	Perlu banyak arena penganalisaan kritis & diseminasi terhadap permasalahan UKM
	

	· Lembaga Perantara Keuangan
	Membuat institusi akreditasi di daerah yang kredibel
	
	Membuat Perda keuangan mikro yang fokus pada kemandiriannya bukan kontrol yang bisa korup


Hal-hal yang perlu menjadi prioritas di pusat:

1. Mendorong pengembangan dan pengawasan lembaga perantara keuangan mikro dan lembaga keuangan nonbank:

Pada saat ini sudah cukup banyak upaya agar dana pinjaman bisa langsung turun terjangkau ke masyarakat, misalnya pada program Pengembangan Kecamatan dan Pengurangan Kemiskinan Perkotaan serta juga ada cukup banyak lembaga nonperbankan yang sudah cukup berhasil mendorong suatu proses perguliran kredit. Hal yang penting ada pada saat ini adalah suatu mekanisme objektif yang mampu mengidentifikasi dan memberi pengakuan pada lembaga-lembaga yang berjalan baik sehingga dana di perbankan pada saat ini yang sulit tersalurkan bisa disalurkan dengan baik bagi UKM melalui lembaga-lembaga ini, selain melalui perbankan seperti BPR, dan lain-lain yang juga sudah melakukan penyaluran bagi UKM dengan baik. Untuk itu, perlu ada lembaga evaluasi yang netral dan objektif yang bekerja sama dengan lembaga finansial nonperbankan itu sendiri (dipilih lembaga-lembaga yang sudah terbukti kredibel seperti Purbadanata, Pancur Kasih, JNPUKM, Peramu dan lain-lain) untuk mengidentifikasi lembaga mana yang dinilai berhasil dan memberikan legitimasi formal  kepada mereka. Kriterianya mestinya sangat mudah, yaitu: luasnya jangkauan pemberian kredit bagi UKM, terutama UKM sektor riil (produsen), tingkat pengembaliannya, dan keberlanjutan manajemen internalnya. 

Sayangnya, upaya mendukung lembaga keuangan nonbank saat ini dan di waktu lalu terfokus pada usaha membuat perundangan lembaga nonbank dan perundangan itu difokuskan pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah membuat mekanisme perizinan  dan mengontrol lembaga tersebut, tanpa memperhitungkan seberapa jauh pemerintah memiliki kemampuan untuk mengontrol secara profesional, objektif, dan tidak korupsi.  Bila kontrol terhadap lembaga ini hanya menjadi ajang korupsi, maka upaya kontrol tidak menjadi pendukung bagi UKM tetapi justru menjadi beban. Oleh sebab itu, seperti telah diungkapkan, sebaiknya dimulai dulu dari membuat suatu kelembagaan kontrol yang objektif, dipercaya karena terpantau secara luas,  menggunakan mekanisme kontrol yang sederhana, dan melibatkan lembaga yang saat ini sudah kredible. 

2. Mendorong terjadinya hubungan hulu hilir yang sehat, membatasi adanya monopoli pasar, mendorong sistem produksi yang lebih efisien. Semua dukungan ini perlu didasari oleh kajian kisah sukses yang sudah ada.

Banyak studi sudah dilakukan mengenai bagaimana dalam suatu rangkaian perdagangan ternyata ada yang bisa cukup efisien sementara ada yang sangat terdistorsi. Ada yang sangat terdistorsi karena dimonopoli oleh kelompok tertentu baik di tingkat desa maupun di tingkat pasar, dipengaruhi oleh mafia, dan adanya hambatan transhipment untuk sampai pada pasarnya;  produsennya sangat tergantung kepada para monopolis dan mafia perdagangan, tergantung secara ekonomi dan sering juga secara sosial politik. Untungnya, cukup banyak contoh UKM yang ternyata berhasil menghindari sistem mafia dan monopoli yang menciptakan biaya tinggi ini.Dari pelajaran ini seharusnya bisa diciptakan suatu rangkaian strategi agar rantai pasar yang berbiaya tinggi bisa dihindari, dikurangi, dan akhirnya bisa diperangi.

Untuk ini, perlu dilakukan suatu rangkaian lokakarya dengan para peneliti yang benar-benar mempunyai data empiris di tingkat bawah dan para pelaku UKM yang sudah lebih sukses dan mempunyai kepedulian terhadap teman UKM lainnya untuk membuat suatu rangkaian strategi pengurangan sistem biaya tinggi yang ada. Strategi ini kemudian diharapkan bisa diadopsi oleh daerah-daerah yang relatif sudah lebih mau berubah, mereformasi diri. Akhirnya, melalui proses efek bola salju daerah yang berhasil bisa menularkan gerakan ini secara bertahap hingga efeknya bisa menyeluruh pada skala nasional. 

Di dalam proses ini pihak pemerintah pusat perlu melakukan perbaikan-perbaikan sesuai input yang diperoleh dari proses ini di berbagai daerah. 

3. Replikasi kisah sukses dan membentuk jaringan pembaharuan ekonomi. 

Kumpulan kisah sukses tidak hanya berkaitan dengan lembaga keuangan nonbank dan penyehatan jaringan perdagangan, tetapi bisa juga terkait dengan bagaimana usaha perkebunan bisa mendorong adanya aset tanah bagi petani penggarapnya, bisa terkait dengan upaya menciptakan keterkaitan dengan usaha milik negara yang lebih sehat daripada yang kebanyakan terjadi dimasa lalu, dan lain-lain. Untuk itu, perlu ada kelompok inti yang progresif yang didanai oleh pemerintah dan donor, kelompok yang terdiri atas pihak-pihak yang terbukti progresif dari sisi birokrasi dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan penting, serta dari sisi nonpemerintah terdiri atas UKM itu sendiri, lembaga pendamping UKM, dan lembaga penelitian yang mempunyai banyak data konkret dari lapangan. Kelompok inti ini kemudian yang melakukan penjaringan komunikasi yang luas untuk membagi kisah sukses dan mengusulkan perubahan kebijakan baik skala nasional maupun di kabupaten/kota. 

Kisah sukses tersebut misalnya:

· Di Palembang pengusaha perkebunan mengubah kebunnya yang semula diolah berdasarkan HGU menjadi kepemilikan bersama  yang dikelola secara demokratis dan tanah itu dibagi-bagi atas hak milik tiap penggarapnya. Harga beli kelapa sawit dalam sistem ini tidak ditentukan perusahaan induk, tapi berdasarkan persentase tertentu dari harga di pasar internasional pada saat itu. Bila ada kebutuhan kredit, kredit ditanggung bersama antara usaha induk dan pemilik bersama yang membutuhkan dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara terbuka.

· Carre-four, berbeda dengan hipermarket lainnya, bersedia membeli barang secara tunai dari supplier kecil dan bila produk yang dikirimkan baik dan kompetitif secara internasional, Carre-four memasarkan produk tersebut ke pasar internasional.

· Belajar dari Jepang dan Taiwan, UKM akan berkembang baik bila ada: a. Akses yang egaliter pada alat produksi utama seperti tanah, modal, pengetahuan produksi dan lain-lain; b. Ada kerja sama antara usaha kecil dan yang lebih besar yang bervisi jangka panjang, tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek; serta c. Pemerintah yang efektif yang mendukung isu kebijakan secara strategis. 

Ada banyak contoh lain. Bila dikumpulkan, didiskusikan, dan dianalisis bersama hal itu dapat diarahkan pada kebijakan dan rencana tindak bersama yang rinci, realistis, dan strategis, terutama bila ada cukup kemauan politik di antara elite penguasanya. 

4. Mendorong pusat-pusat produksi atau sektor-sektor yang sudah menunjukkan potensinya.

Kebijakan membuat sentra-sentra produksi sebenarnya sudah lama dilakukan tetapi hanya sedikit yang berhasil. Kegagalannya terjadi karena:

· Sentra dibuat lebih sebagai suatu sarana fisik tanpa memperhitungkan soal keterkaitan pasar, kemungkinan pemasaran, dan efisiensi lokasi sebagai suatu sarana produksi. Banyak pemerintah daerah hanya membangun suatu sentra di lokasi yang kebetulan dimiliki tanpa mengkalkulasikan unsur-unsur yang disebutkan di atas secara matang

· Sentra didorong tanpa memperhitungkan apakah aktor-aktor yang terlibat memang mempunyai kepentingan untuk mendukung pertumbuhan sentra itu sampai jangka panjang. Cibaduyut, misalnya, bermula dari suatu sentra sepatu yang sudah sukses dan tumbuh dengan sendirinya, sayangnya kemudian muncul perkembangan baru yang mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat. Toko-toko baru di depan diisi oleh pelaku pasar yang mempunyai modal cukup kuat namun lebih sebagai pedagang yang melihat suatu kesempatan baru tanpa punya komitmen panjang terhadap industri sepatu. Akibatnya, terjadi kelebihan outlet yang masing-masing ingin mendapatkan untung secara cepat dan besar sehingga mereka mendorong produksi besar sementara menekan haga pembelian dari pengrajin sekecil mungkin. Bagi pengrajin, hal ini menciptakan suatu persaingan agar lebih murah, mengorbankan kualitas dan daya akumulasinya sendiri. Oleh sebab itu, produksinya tidak bisa berkelanjutan. Pengrajin berlomba murah sehingga menghabiskan modal sendiri sementara kualitas makin menurun. Ini suatu resep untuk kehancuran. 

Saat ini sentra kulit di Tanggulangin, Sidoarjo masih merupakan suatu sentra yang produktif dan berkembang baik, tetapi ada gejala akan mengalami nasib yang sama dengan Cibaduyut. Pemda membuat tambahan pertokoan-pertokoan baru yang lebih mewah yang mengundang aktor-aktor yang lebih bermodal untuk masuk dan kebanyakan dari mereka itu ada di sana lebih karena keramaian sentra tersebut daripada benar-benar mempunyai komitmen untuk mengembangkan industri kulit. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan aktor kecil yang loyal dan berpengelaman dalam industri ini terpaksa mati sementara yang baru mungkin hanya spekulan bermodal yang belum tentu mampu menjaga kontinuitas bisnis ini dalam jangka panjang. 

Bila Pemda ingin benar-benar mendukung lebih jauh, hal itu bukan dengan cara menciptakan ekspansi sentra dengan seleksi kemampuan modal (karena harga pertokoan yang dijual), tetapi dengan seleksi komitmen terhadap usaha ini. Misalnya, dengan memberikan dana ekspansi murah bagi usaha kecil yang sudah berhasil memulai ekspor dan  berpotensi untuk mendapat pembeli yang lebih banyak; atau menyediakan sentra informasi mengenai semua produk yang sudah ada lengkap dengan kualitas dan spesifikasinya dan mendorong pembeli untuk juga mengusulkan suatu spesifikasi dan harga  kebutuhan mereka agar terjadi suatu proses transaksi yang lebih efisien.  Bisa juga bantuan dalam bentuk  mendirikan suatu fasilitas bersama sesuai kebutuhan para pengrajin yang sudah lama ada di sana, bukan diberikan secara subsidi tapi dibuat untuk bisa dipakai berkelompok agar masing-masing bisa menghemat modal mereka. 

Sentra-sentra juga bisa didorong untuk memiliki suatu industri pemrosesan, misalnya, yang dekat dengan sumber bahan mentahnya agar hasil akhirnya lebih mudah dibawa dalam sistem transportasi yang ada atau sebaliknya memudahkan bahan datang ke sentra yang dekat dengan area pemasaran. Hal ini strategis bagi produk yang hasil akhirnya sebaiknya dibuat dekat dengan pasarnya. Sentra juga bisa didorong  dengan adanya potensi suatu aglomorasi yang efisien baik dari sisi skala, jaringan pengetahuan, menarik pembeli, kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi, atau tenaga kerja. Tentunya penciptaan ini perlu dilakukan dengan suatu pemikiran strategi yang komprehensif, matang, dan didiskusikan secara terbuka di antara para stakeholders yang penting. Sentra juga tidak bisa dibuat dari nol, tetapi harus dimulai dari sesuatu yang sudah ada potensinya di tingkat bawah..    

5. Proyek bantuan harus terkoordinasi berdasarkan lebih banyak data lapangan dari pada asumsi global, serta mempunyai strategi bersama yang dibangun secara luas antara pusat dan daerah. 

Dari dulu sampai pada masa desentralisasi, proyek-proyek, termasuk yang bekaitan dengan UKM, selalu turun ke daerah secara top-down. Di satu sisi ada alasan yang logis untuk ini, yaitu karena adanya profesionalisme yang lebih baik di tingkat nasional, adanya kebutuhan agar proyek tidak menjadi kendaraan elite lokal untuk kepentingan mereka sendiri, dan selalu ada suatu kepentingan dari pemberi dana untuk menentukan sendiri prioritas pengucuran dananya. Tanpa mengesampingkan logika-logika ini seharusnya koordinasi bisa dilakukan jauh lebih baik dan perancangan program secara bersama-sama dengan daerah tetap perlu dilakukan dengan jauh lebih baik. Terutama di daerah-daerah yang sudah benar-benar berusaha atau membuktikan diri dalam menciptakan suatu strategi pembangunan atau pengurangan kemiskinan yang bisa berjalan secara nyata yang upayanya  tidak banyak diwarnai kepentingan korupsi atau kepentingan sempit kelompok tertentu. 

Koordinasi tentunya tidak mungkin diharapkan terjadi secara meluas dan menyeluruh kecuali Indonesia dalam waktu dekat mempunyai pemimpin yang kuat, efektif, dan mempunyai visi jangka panjang yang prorakyat banyak.  Koordinasi parsial bisa diciptakan dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kemauan politik yang memadai baik di pusat maupun yang di daerah. Bila hal ini bisa dilakukan dengan efisien, dampak positifnya akan cepat terlihat sehingga mendorong upaya seperti ini secara lebih luas. 

Misalnya, bila sentra kerajinan jati di Jepara ingin didorong, perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak agar rente pembelian jati dari Perhutani tidak terlalu besar sehingga dananya bisa digunakan untuk penanaman kembali sehingga supply tidak makin menipis. Efisiensi kerja Perhutani juga perlu sangat ditingkatkan dan ada kerja sama dengan penduduk lokal sehingga penduduk yang hidup di hutan jati bisa ikut mengawasi dan menikmati hasil hutan jati – tidak seperti sekarang yang hasilnya kecil dan hanya dinikmati oleh oknum Perhutani. Dalam mengawasi rute pengangkutan jati perlu juga digunakan satuan khusus dari kepolisian atau militer yang tidak korup. Dengan pembenahan sisi input seperti ini kelangkaan jati bisa dihindari. Dari sisi pasar perlu ada upaya pemasaran dan standardisasi produk yang terpadu, tetapi tidak jutru menjadi penarik rente. Pusat pemasaran perlu dikelola oleh lembaga-lembaga pelayanan nonpemerintah yang kredibilitasnya tinggi dan dananya ditunjang oleh pemerintah atau donor. Di Jawa Tengah dan Yogya ada beberapa lembaga nonpemerintah dan universitas yang cukup punya kredibilitas dan pengalaman. 

Banyak program dari pusat yang dilandasi asumsi-asumsi besar yang tidak dibangun secara lengkap. Misalnya, ide untuk mendorong usaha kecil sebanyak mungkin untuk menjadi formal karena tanpa menjadi formal sulit bagi mereka untuk memperoleh kredit dan izin ekspor dan lain-lain. Dalam kerangka pemikiran yang terbatas, pernyataan ini jelas benar tetapi bila kita melihat secara lebih komprehensif ada beberapa pertanyaan kritis yang bisa mendorong kita pada kebijakan yang lebih nyata. Apakah perbankan hanya memberikan kredit pada sektor formal lebih disebabkan oleh peraturan pemerintah yang menuntutnya begitu atau karena status formal lebih menjamin kehati-hatian? Ternyata pada saat ini bank lebih banyak dirugikan oleh usaha formal besar dari pada usaha kecil informal. Di Indonesia izin usaha tidak terkait dengan bank data yang bisa dipercaya atau jaminan asuransi tertentu yang menciptakan keamanan yang lebih baik, kecuali dari sisi formalitas kolateralnya (bukan usahanya). Status formal ternyata tidak memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi termasuk dari sisi kemungkinan terjangkau oleh kekuasaan legal (aktor formal besar jauh lebih mudah menghindari hukum daripada aktor kecil informal). Oleh sebab itu, status formal menjadi prasyarat kredit bank lebih karena peraturan pemerintah dari pada keamanan. Karenanya,  pertanyaan yang diajukan seharusnya: mana yang lebih mudah, memformalkan usaha mikro yang begitu banyak atau menghilangkan syarat harus usaha formal bagi kredit mikro? Apakah tidak lebih penting membangun suatu sistem data informasi yang berguna bagi keamanan kredit yang meluas ataukah lebih baik mendorong formalisasi yang sulit terjadi dalam era di mana kecendrungan sektor produksi besar ingin menginformalisasikan
 produksi mereka? Misalnya, mendorong studi empiris yang komprehensif berdasarkan institusi-institusi yang paling berhasil menyalurkan dan menjamin pengembalian kredit yang ada untuk melihat usaha mikro seperti apa yang sebenarnya paling baik dalam pengembaliannya dan paling baik memanfaatkan kreditnya, bagaimana skema kredit yang paling cocok?
 Bagaimana membangun sistem pemantauan kredit yang paling efektif? 

Analisis baru dilakukan dari satu sisi kebijakan yaitu kredit yang berkaitan dengan posisi formal-informal. Ada banyak keyakinan lain yang perlu diuji secara lebih kritis. Misalnya, melanjutkan isu izin: apakah izin usaha mikro sebaiknya terbatas diputuskan di tingkat kelurahan sementara hanya data yang dibutuhkan saja yang diteruskan secara sistematis ke kabupaten. Dengan izin di kelurahan diharapkan biaya izin hanya sebesar biaya KTP dan pengaturannya bisa dilakukan bersama “asosiasi UKM” di tingkat kelurahan. Hal ini sudah pernah dilakukan di kota Surabaya dengan para pedagang pinggir jalan. Para pedagang diminta berasosiasi dan boleh berdagang dengan beberapa prakondisi seperti harus membersihkan dan taat untuk hanya berdagang di sisi jalan yang disetujui. Kemudian asosiasi diminta memberikan retribusi kecil dan data usahanya  ke kelurahan dan sebagai gantinya kelurahan mengeluarkan izin usaha. Dengan sistem seperti ini pedagang senang karena tidak kena pungutan lain-lain sedangkan pemerintah juga senang karena kondisi bersih dan tertib serta mendapat retribusi dan data usaha yang dibutuhkan. Sayangnya model ini tidak dilanjutkan di Surabaya. 

Hal yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah:

1. Pemerintahan yang efisien dan berkinerja

Hal ini terlihat hanya sekadar suatu jargon klise yang berupa kata manis tapi sedikit pelaksanaan. Namun, hal ini tetap perlu dikemukakan karena contoh-contoh yang ada jelas memperlihatkan adanya kemauan politik yang kuat, yang tidak perlu bombastis ternyata menciptakan dampak yang nyata dan cukup besar. Kabupaten Jembrana di Bali dengan melakukan efisiensi jumlah dinas, puskesmas, dan sekolah berhasil menghemat dana sangat besar sehingga dana tersebut bisa dipakai untuk menciptakan asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan dasar serta proses perizinan yang gratis. Kondisi ini sangat baik bagi UKM terutama yang mikro karena membuat perizinan murah, kerentanan akibat pengeluaran kesehatan dan pendidikan anak bisa banyak dikurangi dan daya beli orang miskin di sekitarnya yang menggunakan jasa sektor mikro menjadi sedikit meningkat. Selain itu, adanya pemerintah yang efisien di Jembrana membuat suasana daerah tidak korup sehingga berbagai pungutan yang menjadi beban UKM menjadi sangat berkurang. Efisiensi sejenis di Tanah Datar, Sumatra Barat juga membuat upaya bantuan bagi UKM bisa jadi lebih terfokus pada masalah yang sebenarnya daripada menjadi kebijakan politis semata.

Mematahkan Upaya Melukai Diri 

Seperti sudah diutarakan sebelumnya, banyak aktor pada ekonomi rakyat kita sering melakukan suatu strategi yang sebenarnya merugikan diri sendiri pada  jangka panjang namun upaya ini tetap dilakukan karena terdesak untuk fokus pada kepentingan jangka pendek atau karena tidak adanya kepercayaan terhadap aktor lain. Buruh karena upahnya kecil bekerja keras tapi sering mengabaikan kecermatan sehingga produktivitas akhirnya rendah. Ini dilakukan karena sikap ketidakperdulian akibat upah rendah, berusaha memperpanjang waktu kerja supaya dapat imbalan lebih banyak, atau karena tidak melihat adanya insentif untuk belajar menjadi lebih cermat. Dalam jangka panjang, hal ini merugikan dirinya karena kecermatan jangka panjang bila sudah menjadi trade mark diri ternyata berarti bagi peningkatan pendapatan. Pengusaha ingin memperoleh untung secara cepat karena inflasi dan bunga cukup tinggi, tanpa melakukan investasi baik di usaha jangka panjang maupun SDM-nya. Akibatnya, usahanya tidak berhasil mempunyai pengembangan jangka panjang yang baik; sering melakukan spekulasi yang untung besar tapi berisiko tinggi, pada jangka panjang bila ini dilakukan dengan menggunakan sebagian besar  port-folio usahanya biasanya untungnya tidak akan sebesar dibandingkan usaha yang mempunyai strategi jangka panjang yang tetap, bisa  fleksibel namun tetap konsisten dan fokus pada beberapa visi yang penting
. Usaha spekulatif bisa menguntungkan bila hanya menggunakan sebagian kecil dana usaha yang sedang parkir, spekulan dunia semacam Soros dan lain-lain yang berhasil juga berpegang pada rumusan ini. Tidak ada suatu sistem ekonomi yang berkembang baik dalam jangka panjang bila sebagian besar dananya dari usaha spekulatif. Monaco saja yang kegiatan utamanya perjudian, pendapatan terbesarnya tidak spekulatif karena berasal  dari pendapatan yang terus-menerus terprediksi dengan jelas dan stabil dari pajak-pajak rumah judi. Negara pun  dirugikan dengan kebijakan-kebijakannya sendiri yang ditunggangi kepentingan pendek elite-elite penguasanya. Di dalam situasi seperti ini kebanyakan pihak sebenarnya pada jangka panjang dirugikan, kecuali sebagian kecil elite yang di atas angin selalu bisa cepat meloncat dari satu perahu ke perahu lain dan menghindar dari tanggung jawab. Oleh sebab itu, perlu ada kesepakatan yang lebih meluas untuk menciptakan visi saling menunjang dan membangun jangka panjang. 

Di beberapa daerah seperti di Solok, Sumatra Barat, misalnya, adanya suatu kesepakatan visi bersama di antara para elite politik bisa mendorong agar korupsi kekuasaan tidak memperparah kondisi ekonomi rakyat (walaupun karena struktur persoalan yang dihadapinya,  kemiskinan juga belum berhasil secara berarti dikurangi) 

2. Mendorong adanya akses ekonomi dan pelayanan publik yang egaliter.

Bagi usaha kecil, terutama di pedesaan, bisa memulai usaha dalam kondisi persaingan yang setara cukup penting dan cukup penting pula bila mereka dapat mempunyai bumper untuk kerentanan mereka. Di China bagian Timur,  rakyat di pedesaan semua mempunyai tanah dan rata-rata tidak ada elite yang jauh lebih kaya. Usaha kecil bisa berkembang  dengan baik karena tanah  memberi kepastian pangan sementara usaha memberi dana kontan. Kondisi yang memulai secara seimbang menyebabkan tidak ada proses penghisapan oleh elite yang cukup berarti, kecuali di daerah yang Pemda-nya korup dan memberi konsesi berlebihan kepada usaha swasta kroni – untungnya tendensi ini mulai di tekan oleh pemerintah pusat di China. Taiwan dan Jepang juga memulai perkembangan ekonomi modernnya secara egaliter yang dimulai dengan land refom yang menyamaratakan pemilikan tanah dan usaha direstrukturisasi secara relatif demokratis. Pemerintah sangat memegang peran dalam perkembangan usaha, namun tidak korup dan tidak terlalu
 menciptakan sistem kroni. Pemerintah mencoba mengkoordinasi secara efektif, mencoba menciptakan insentif agar yang berpotensi bisa berkembang lebih cepat namun tidak menganakemaskan kroni secara tidak sehat. 

Pemerintah daerah bisa belajar dari situasi ini untuk menciptakan kondisi ekonomi yang berimbang di daerah dan bagi yang potensial dan mempunyai daya saing tinggi diberikan insentif yang positif agar bisa berkembang lebih cepat. Bila ingin menciptakan proteksi di daerah, lakukanlah secara relatif fair, misalnya membuat batasan jumlah pedagang kecil yang boleh beroperasi di satu daerah atau pedagang besar luar tidak bisa berdagang di satu daerah yang pedagang kecilnya relatif mampu mengakumulasi modal dan mempekerjakan buruh lokal dengan baik. Misalnya, di daerah jajanan yang laku dan banyak buruh plus usaha kecil bisa mengakumulasi modalnya, restoran franchise besar tidak boleh masuk. Namun, tidak membuat perlindungan, misalnya bagi-bagi proyek untuk kontraktor  lokal, padahal hanya kontraktor bayangan yang rindu order pemerintah. Pengadaan pemerintah daerah bisa saja diutamakan pada usaha lokal sejauh harga dan kualitas bersaing. Misalnya, bila harga dan spesifikasi sama akan didahulukan usaha kecil lokal. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati, dan hanya dilakukan bila dipastikan tidak ada dampak sampingan yang besar seperti seleksi yang korup, atau membuat kemarahan Pemda tetangga yang kemudian membalas dengan peraturan sejenis dan lain-lain. 

3. Mengubah cara pandang terhadap sektor kecil dan besar dalam kaitan dengan peraturan dan dukungan daerah. 

Kalau besar harus dilayani karena ada kekuasaan yang perlu dilayani atau ada dana yang bisa diminta, sementara yang kecil harus ditertibkan karena merupakan pasukan semut yang mengganggu yang berkeliaran di mana-mana. Seharusnya ada sikap konsisten terhadap keduanya bila sudah ada perencanaan tata ruang dan strategi pembangunan yang baik, keduanya perlu didorong untuk mendukung dan mengikuti rencana tersebut. Bila belum ada, perlu digunakan kriteria yang sama dalam menghadapi keduanya. Kriteria tersebut adalah: apakah bisa ditelusuri secara konkret bagaimana usaha tersebut bisa mendukung ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Di Jakarta, banyak sekali contoh di mana pemerintah daerah sangat memfasilitasi modal besar padahal dampak ekonomi ke rakyat banyak diragukan dan tingkat kemacetan dan lain-lain yang ditimbulkan juga besar. Banyak mal besar di Jakarta menciptakan kemacetan yang jauh lebih seius dari pasar tradisional; mereka dibiayai dan menuntut fasilitas yang besar sementara belum ada yang bisa menciptakan efek kepada rakyat banyak sebesar pasar tradisional Tanah Abang. Apabila dilihat dari segi Tata Kota dan tata guna tanah, banyak modal besar yang membelokkan berbagai prinsip peraturan tata kota dan tata guna tanah yang sudah ada sehingga menimbulkan macet, banjir, dan lain-lain. 

Kenyataan ini bukan untuk meminta agar UKM harus dibiarkan bila  melanggar berbagai kaidah seperti yang dilakukan yang besar, namun perlu ada suatu perlakuan yang konsisten dalam penegakan aturan dan perencanaan baik bagi yang besar maupun yang kecil. Bila ada perlakuan yang fair, UKM akan menghadapi persaingan yang juga fair dan lebih setara sehingga usahanya bisa kurang rentan dari gangguan pelaksanaan peraturan-perundangan di tingkat lokal. 

Dikotomi mengenai formal dan informal, resmi dan tidak resmi untuk di Indonesia menjadi jauh kurang relevan karena: a. Perlakuan di hadapan hukum dan jaminan hukum jauh lebih ditentukan seberapa jauh adanya kekuasaan membengkokkan hukum dari pada status formal atau resminya; b. Akses pada permodalan dan perlindungan terhadap risiko finansial bagi usaha kecil dan mikro tidak secara nyata terbantu bila status mereka formal; c. Perizinan tidak pernah berhasil secara efektif menjadi alat kontrol perkembangan lingkungan, wilayah, atau ekonomi dan kondisi perburuhan kelas bawah di sektor formal dan informal sama-sama tidak mendapat jaminan terhadap risiko kerja dan perlakuan di tempat kerja, terutama dengan maraknya informalisasi batas apa yang disebut produsen formal menjadi semakin kabur. Oleh sebab itu, bagi pemerintah daerah jauh lebih efektif untuk tidak meributkan status formal dari usaha, namun lebih pada penciptaan aturan dan dukungan kebijakan yang strategis dan konsisten ditindaklanjuti. 

4. Dukungan manajemen produksi dan jaringan pasar. 

Upaya untuk mendukung ini sudah banyak dicoba dilakukan, sayangnya, umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai kemampuan memberikan dukungan yang nyata. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk lembaga dukungan untuk dua hal ini yang diisi oleh pihak nonpemerintah dan mempunyai track record untuk tidak mengkooptasi lembaga ini bagi kepentingan pengurusnya. Bila lembaga itu terpercaya, bisa terjadi sebenarnya masih banyak niat baik yang bisa dimobilisasi untuk upaya perbaikan manajemen produksi dan pemasaran UKM. Kesulitan utamanya adalah masih sangat langkanya lembaga yang mendapat kepercayaan cukup kokoh sehingga ada sinergi yang memobilisasi berbagai niat baik untuk membantu. Bila momentum sudah ada, berbagai pengalaman yang ada  memperlihatkan cukup banyak sumber daya datang untuk membantu. 

5. Pengertian mengenai struktur kemiskinan dan keberhasilan pembangunan 

Banyak pembicaraan dalam hal kemiskinan dan pembangunan, namun masih sangat sedikit pihak yang benar-benar secara komprehensif melihat anatomi dan skenario dari suatu  kesuksesan pembangunan atau pengurangan kemiskinan persisnya bisa terjadi di tingkat lokal di Indonesia. Perlu ada suatu badan pengetahuan yang lebih baik yang mempunyai dukungan empiris yang baik mengenai isu ini terutama berkaitan dengan ”bagaimana” dan “apa yang jangan dilakukan.” 

6. Lembaga keuangan nonbank dan lembaga bantuan.  

Isu ini sudah cukup banyak disinggung di bagian awal tulisan ini. Perlu ada inventarisasi,  upaya penguatan yang sistematis, penguatan profesionalisasi,  dan reformasi/demokratisasi sistem (sehingga lebih responsif terhadap target group yang kecil) dari berbagai lembaga keuangan nonbank dan lembaga-lembaga pelayanan dan penyuluhan UKM. Lembaga seperti ini banyak, kebutuhan juga banyak, tetapi lembaga yang profesional, responsif, dan inklusif yang jarang dan tidak ada informasi yang tersistem untuk bisa mengidentifikasi yang baik dan mempromosikannya. 

Rangkuman 

Melihat semua diskusi di atas, maka hal-hal yang penting dilakukan adalah:

1. Mendorong pemerintahan yang bersih dan berkinerja, terutama yang berpengaruh pada jalur perdagangan strategis. Bila terlalu besar untuk bisa berhasil menyeluruh, hal ini bisa dimulai di daerah yang kemauan politiknya besar dan di jalur perdagangan strategis yang penegak hukumnya bisa dipilih secara khusus.

2. Tidak perlu berambisi untuk terjadinya investasi yang cepat tapi lebih baik membangun berbagai institusi perdagangan dan produksi yang lebih mapan dan egaliter.

3. Pembangunan di butir dua perlu terjadi baik di sisi pemerintahan maupun di sisi pengorganisasian diri dari UKM.

4. Jaringan pendukung UKM perlu terus mengkonsolidasi diri dan bergerak secara semakin efektif. 

5. Perlu adanya kajian kebijakan dan kondisi ekonomi rakyat secara kritis yang hasilnya bisa tersebar luas dan terdiseminasi dengan baik kembali ke organisasi-organisasi mikro UKM  di akar rumput. 

� Peneliti Yayasan AKATIGA


� 	Saat ini kita tidak membandingkan tingginya produktivitas di dalam satu sektor. Bila di dalam satu sektor buruh semakin produktif,  maka tentunya juga semakin baik. Di sini dibicarakan apakah satu sektor yang output per buruhnya tinggi lebih baik dikembangkan atau tidak  saat ini bagi peningkatan tenaga kerja. 


� 	Tim Kejaksaan Khusus Pidana Perbankan, Polisi Khusus Perbankan dan Khusus Perdagangan Antar- pulau, hakim-hakim khusus pidana perdagangan dan keuangan yang dididik pengetahuan tambahan, tim kebijakan keuangan yang khusus. Mereka dipilih oleh berbagai stakeholder secara luas dengan kriteria tunggal: bersih dan mempunyai integritas tinggi. Di masa Suharto di akhir 70 dan awal 80  sebenarnya ada bentuk-bentuk semacam ini di mana  tim lintas sektor ekonomi terisolasi dari kepentingan lain dan inefisiensi birokrasi   sehingga bisa fokus pada target-target tertentu yang diberikan Suharto. 


� Di masa persaingan ketat yang risiko produksinya sering berat untuk ditanggung, banyak pengusaha formal melakukan kontrak kerja informal dengan eks buruhnya atau usaha rumahan yang sudah berpengalaman untuk melakukan produksi dalam bentuk potongan-potongan kerja yang dibayar sesuai hasil yang sudah terseleksi. Sistem ini menguntungkan pengusaha karena menghilangkan biaya manajemen dan mengalihkan risiko produksi ke subkontraknya.  


� Dari data studi terbatas yang pernah ada, misalnya, terlihat bahwa pihak elite desa lebih sering mengemplang kredit dari pada keluarga miskin karena elite merasa mereka lebih mudah untuk menghindari ditagih dari pada yang miskin. Ini jelas berbeda dengan keyakinan umum selama ini yang berpikir makin miskin makin sulit bayar.  Selain itu juga terlihat bahwa  semakin skema kredit diciptakan tidak sesuai dengan jenis produksi yang dibantunya semakin sering terjadi gagal bayar. Misalnya, usaha kelapa sawit diminta untuk membayar cicilan seolah-olah usaha dagang tidak memperhitungkan bahwa grass period untuk kelapa sawit harus panjang, berbeda dengan pedagang kelontong yang perputarannya sangat pendek. Skema yang tidak realistis semacam itu membuat hanya spekulan yang berani mengambil kredit. Mereka mengambil kredit seolah-olah untuk kelapa sawit dengan kolateral tanah yang buruk padahal dana diputar kembali sebagai rentenir di sektor perdagangan. 


� 	Sebagai contoh Toyota berhasil menjadi besar (no. 2 terbesar dan diramalkan dalam waktu dekat menjadi no 1) dan sukses (penghasil profit terbesar di dunia untuk mobil tahun-tahun  ini) disebabkan adanya visi yang jelas mengenai kontrol kualitas di mana setiap buruh sampai yang paling rendah pun boleh menghentikan proses produksi demi kontrol kualitas dan penciptaan sistem produksi yang fleksibel dalam menghadapi perubahan design sesuai permintaan pasar. Oleh sebab itu, Toyota bisa bersaing biaya (tingkat kesalahannya kecil), mutunya baik, dan bisa cepat menyesuaikan dengan keinginan pasar (sistem produksi flesibel).  


� 	Di Jepang di sektor konstruksi dan jasa finansial ada cukup persoalan kronisme dengan partai yang berkuasa namun tidak sampai menghambat secara serius (kecuali di masa sekitar krisis Asia) sektor riil andalan seperti mobil dan elektronik Jepang. 





